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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan 

dari berbagai dinamika masyarakat, semakin tinggi pula tuntutan terhadap 

pembangunan untuk umum dimana pemenuhan tuntutan tersebut berhadapan dengan 

keterbatasan ketersediaan lahan pertanahan. Permasalahan pertanahan saat ini bukan 

saja tuntutan hak-hak atas tanah, tetapi juga menyangkut kepastian hukum mengenai 

hak atas tanah, kepastian hukum yang dimaksud kepastian mengenai subyek hukum 

atas (orang atau badan hukum), kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah 

atau kepastian obyek hak, dan kepastian status hak atas tanah yang menjadi landasan 

hubungan-hubungan anatar tanah dengan orang maupun badan hukum. Fungsi tanah 

pun mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang 

beraneka ragam, karena salah satu kebutuhan primer dari manusia adalah memiliki 

rumah yang tentunya didirikan di atas sebidang tanah tempat mereka menaung. 

Menurut pandangan masyarakat dengan memiliki rumah, seseorang dianggap 

telah mapan secara finansial sehingga tidak mengherankan jika setiap orang akan 

berupaya semaksimal mungkin memperoleh rumah dan tanah.
1

 Seiring dengan 

berkembangnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah terus meningkat. Dalam 

memenuhi kebutuhan akan tanah tersebut terkadang menimbulkan perselisihan atau 

konflik di dalam masyarakat. 

Guna meminimalisir perselisihan/konflik dalam masyarakat maka pemerintah 

berkewajiban melakukan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.  

Pendaftaran hak atas tanah baik yang pertama kali maupun pendaftaran berikutnya 

karena peralihan hak maupun karena jual beli, hibah, tukar menukar, maupun karena 
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diwakafkan kesemuanya merupakan suatu pranata-pranata hukum yang 

diadministrasikan dengan baik oleh Kantor Pertanahan setempat letak tanah. 

Peralihan hak milik atas tanah tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi persyaratan 

yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam hal peralihan hak milik ke atas nama perorangan atau badan hukum 

maka pemilik hak tidak boleh menelantarkan tanah yang dimiliki tersebut. Oleh 

karenanya perlu diatur mengenai pemanfaatan tanah agar tidak menimbulkan 

perselisihan atau konflik dan juga menghilangkan dualisme hukum pertanahan serta 

termasuk pada menghilangkan adanya pluralisme hukum pertanahan maka 

diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok Agraria. 

       Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia telah terjadi 

perombakan-perombakan fundamental di dalam bidang hukum agraria. 

Perombakan tersebut berupa berlakunya kesatuan hukum (unifikasi hukum) yang 

berarti hanya satu perangkat hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok 

Agraria.
2
    

Aturan mengenai jual beli tanah diatur di dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria yang selanjutnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah (pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria jual beli hak atas tanah harus 

dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT), jadi jual beli hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat yang 

berwenang. 

Seperti kasus sengketa jual beli antara Hj.Nafisah dengan Naen Soeryono, Dian 

Jennie Tjahjawati, S.Sos, dan Drs.Gatot Dwianto, M.H  dan Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I Surabaya. Masalah hukum pada 
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Putusan Nomor 941 K/Pdt/2018, Naen Soeryono, Dian Jennie Tjahjawati, S.Sos dan 

Drs. Gatot Dwianto, M.H berniat ingin membeli tanah, di jalan Klampis Semolo 

Timur XII dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2880/Kelurahan Semolowaru atas 

nama Hj. Nafisah. Dan pada saat pengecekan keabsahan Sertipikat Hak Milik (SHM) 

No. 2880 jalan Klampis Semolo Timur XII atas nama Hj. Nafisah Badan Pertanahan 

Nasional menyatakan bahwa sertipikat tersebut “bersih, dan tidak ada permasalahan” 

dan pembeli langsung melakukan jual beli serta memproses pendaftaran jual beli atas 

tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan setempat letak tanahnya. Tetapi ternyata 

di atas tanah tersebut terdapat 5 rumah dinas yang dibangun oleh Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I Surabaya dan Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I Surabaya telah lebih dahulu 

membeli objek sengketa dari Hj.Nafisah yang diketahui oleh Lurah dan Camat serta 

dilunasi pada tanggal 5 Oktober 1987. Pada tanggal 15 Juni 1988 tanah tersebut 

diukur kemudian diterbitkan Gambar Situasi sehingga tanah tersebut berubah menjadi 

tanah Hak Pakai. 

Berdasarkan kasus sengketa di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penulisan skripsi dengan judul ‘’SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK 

ATAS TANAH SEBAGAI BUKTI PERALIHAN HAK (STUDI KASUS 

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 941 K/PDT/2018)’’ 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Dari uraian tersebut di atas, penulis mendapatkan suatu identifikasi masalah 

hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 K/Pdt/2018, tetapi ternyata 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I Surabaya 

telah lebih dulu membeli objek sengketa dari Hj.Nafisah yang diketahui oleh Lurah 

dan Camat serta dilunasi pada tanggal 5 Oktober 1987. Pada tanggal 15 Juni 1988 

tanah tersebut diukur kemudian diterbitkan Gambar Situasi sehingga tanah tersebut 

berubah menjadi status tanah Hak Pakai. 
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Di atas tanah tersebut terdapat 5 rumah dinas yang telah di bangun oleh Bea 

dan Cukai Jawa Timur yang merupakan miliknya seluas 2000 m
2 

(dua ribu meter 

persegi) (saat ini seluas 1.015 m
2
), eks Petok D Nomor 1013 dengan alas peralihan 

hak berupa Surat Pernyataan untuk Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 

593.22/014/411.924/1987 tanggal 5 Oktober 1987, dan juga telah tercatat dalam 

Daftar Barang Milik Negara dengan Kartu Inventaris Barang Nomor KIB 

2.01.01.0004.16.  

Dengan demikian telah terjadi double peralihan hak atas tanah dan perbuatan 

melawan hukum karena melakukan pembangunan rumah dinas di atas lahan milik 

orang lain yang bukan haknya dan menghambat proses pendaftaran tanah tersebut ke 

Kantor Badan Pertanahan setempat ke atas nama Para Penggugat. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembahasan masalah di atas, yang menjadi 

rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kedudukan hukum surat pernyataan untuk pelepasan hak atas tanah 

sebagai bukti peralihan hak dibandingkan dengan Akta Jual-Beli? (studi kasus 

putusan Mahkamah Agung Nomor 941 K/Pdt/2018) 

2. Apakah membangun rumah di atas tanah yang dimiliki berdasarkan surat 

pernyataan untuk pelepasan hak atas tanah merupakan unsur perbuatan melawan 

hukum? (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 941 K/Pdt/2018) 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah :  
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1. Untuk mengetahui kedudukan hukum surat pernyataan untuk pelepasan hak atas 

tanah dibandingkan dengan Akta Jual-Beli. 

2. Untuk mengetahui Apakah membangun rumah di atas tanah yang dimiliki 

berdasarkan surat pernyataan untuk pelepasan hak atas tanah merupakan unsur 

perbuatan melawan hukum. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dalam hal ini penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun secara praktik khusunya dari segi hukum 

pertanahan. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1.3.2.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat dalam penulisan ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, 

dan mengembangkan pengetahuan serta penerapan dalam bidang Ilmu Hukum 

khususnya Hukum Agraria. Serta untuk memperkuat pembangunan hukum tanah 

nasional di masa yang akan datang. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Penelitian dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pemikiran untuk kalangan praktisi, akademisi dan masyarakat, terutama di 

lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Serta untuk 

menambah pemahaman dasar tentang hukum perdata, hukum agraria dan pendaftaran 

tanah serta peralihan hak atas tanah, hukum perikatan khususnya perjanjian jual beli. 

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran 

1.4.1 Kerangka Teoritis 

Teori Kepastian Hukum 

Surat pernyataan.., Mutiara Saynike Oktaviona, Fakultas Hukum 2020



6 
 

       Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat 

ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini 

berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum 

dalam suatu hal tetrtentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para 

pihak dalam kewenangan hakim.
3
 

Teori Perbuatan Melawan Hukum  

       Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu 

kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau 

mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu 

kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi 

terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.
4
 

Teori Perjanjian  

Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian 

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau 

ditulis.
5
 

1.4.2 Kerangka Konseptual 

Penting untuk diuraikan beberapa istilah sebagai definisi, guna memberikan 

pemahaman agar tidak terjadi salah persepsi dari istilah tersebut. Dalam penulisan ini 

terdapat beberapa kerangka konseptual yaitu: 

1. Jual-Beli adalah suatu perjanjian dengan mana para pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
6
  

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan 

untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai 

peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 
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3. Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. 

4. Akta jual-beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bentuknya 

ditentukan oleh Menteri dalam suatu formulasi yang baku. Maka akta jual beli 

yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah merupakan suatu 

perjanjian baku. 

5. Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau 

penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. 

6. Peralihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, 

dengan jalan jual-beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang 

dibenarkan oleh hukum. 

7. Sertipikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak 

dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau 

suatu kejadian atau surat bukti pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi 

yang berwenang.
7
 

8. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada 

hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang 

kebenaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 https://kbbi.web.id/sertifikat 

Surat pernyataan.., Mutiara Saynike Oktaviona, Fakultas Hukum 2020



8 
 

1.4.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Buku III Tentang Perikatan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria  

Orang dengan Perorangan 

Bukti surat pernyataan untuk Pelepasan 

Hak Atas Tanah 

Akta Jual Beli 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 

Tanah 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  

Badan Hukum Publlik 

dengan Perorangan 

Peralihan Hak 

Penyelesaian 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah 
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1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 

yuridis-normatif (yuridis-dogmatis). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang 

dilakukan berdasarkan undang-undang.
8
 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh 

dari berbagai sumber, yang meliputi:
9
 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berupa norma 

atau kaedah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal 

ini seperti : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum dan peraturan-peraturan pemerintah.  

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi 

menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan 

pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu 

secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. 

Seperti misalnya doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, majalah 

hukum, karya ilmiah dan internet. 

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer dan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas 
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bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 

1.5.3 Analisis Data 

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder 

dan data tersier kemudian disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara 

kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk mempermudah 

penelitian. Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah 

kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan 

keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami materi dan isi maka 

penulis menyusun dengan berdasarkan kepada pedoman penulisan skripsi di Fakultas 

Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan 

kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka berkaitan dengan penulisan yang 

dilakukan yaitu mengenai jual-beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta otentik, akta 

jual-beli, benda tidak bergerak, peralihan hak, sertipikat dan pembuktian. 

BAB III HASIL PENELITIAN 
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Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kasus posisi, kronologi duduk 

perkara, pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah 

Agung dalam memberikan putusan. 

 BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pembahasan dan hasil penelitian 

berdasarkan rumusan masalah yang mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 

941 K/Pdt/2018.    

BAB V PENUTUP 

Bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian 

terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 K/Pdt/2018. 
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